_ PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPUNOMOR 42 |
7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN )
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

" Menimbang

 Mengingat -

PRoifll NSI NUSA TENGGARA BARAT
' PERATURAN BUPATI DOMPU

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. (3] Peraturan Pemerintah Republtk Indonesia. Nomor A

Vtentang Penjabaran - Anggaran Pendapatan ‘dan

| _-.dlmaksud dalam huruf ai, perlu menetapkan;‘”_'-?

: 1%
Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan BelanJa

S g AR a%Y

BUPATI DOMPU |

. NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG ﬂ

TAHUN ANGGARAN 2022

'
!-|‘
HELEF!

BUPATI DOMPU,

.‘1. i

berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat' S

12] Tahun 2019 Tentang Pengelolaan KCUangan_;j "_1

A Lot
Daerah bahwa pergeseran anggaran antar obyek x

_dan/atau antar rincian obyek belanja dllakukan;fs“': ‘
'melalul perubahan Perkad? tentang Pen_]abaran
B _AP‘]BD yang dltetapkan oleh Kepala Daerah sehmgga,

Pex;aturan Bupati Dompu Nomor 42 Tahun 2021 ‘_i;‘

Belan_]a Daerah Tahun A]nggaran' 2022 dapat"‘;*‘

-dxlakukan pergeseran anggaran melalul perubahan‘ :

Perkada tentang Pen_;abaran APBD.

..bahwa berdasarkan pernn'inbangan sebagalmana'_':

_ Pcraturan Bupati Tentang Perubahan ketiga " Atas

'Pcraturan Bupati Nomor 42| Tahun 2021 Tentang_ T

Daerah Tahun Anggaran 2022.
.Uﬁdang-Undang Nomor 69 'I‘ahun 1958 tentang
'Pen11bentukan Daerah—Daerah 'I‘mgkat lI dalam

lt O I




o
{

Wllayah Daerah- Daerah . ngkat I  Bali, Nusa. .
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara .’I‘lmur_:
(Liambaran Negara Republka Indonesia Tahun 1958:
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubhk’
Indones1a Nomor 1655),

Undang*Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang -
Ke|uangan Negara (Lembaran Negara . Republik - ;

Indonesm Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
: l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | |
Undang—Undang Nomor lrlTahun 2004 tentang
Pelrbendaharaan Negara (Le baran Negara Repubhk

Indone31a “Tahun - 2004 omor 5, Tambahan _
_ Lembaran Negara Repubhk Ir11done31a Nomor 4355), : i
Undang—Undang Nomor 25| Tahuti 2004 tentang.-":;"ff

Slstem Perencanaan Pembangunan : Nasxonal Y i

_(Lembaran Negara Republlk ‘Indonema Tahun 2004
, Nomor 104, Tambahan’ Lern aran- Negara Repubhk
_ Indonesna Nomor 4421), ) :

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang AR
'Penmbangan heuangan Antara Pemenntah Pusat .- :
_dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk_:! e
Indonesxa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan";::
Lembaran Negara Repubhk lnidones:a Nomor 4438},
Undang-Undang - Nomor' /28 | Tahun" 2009 tentang:-_;
.=Pajak Daerah dan Retnbum Daerah (Lembarani-fff
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 el
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemaj;.-
'_Nomor5049), SRR e
_Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangf[.
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk-\l-“
Indonesna “Tahun - 2014 .Nomor 244, Tambahan ;
Lembaran ‘Negara Repubhk lildonesm Nomor 5587)

-sebagalmana telah dlubah beberapa kah ‘terakhir "
dengan Undang-Undangi Nolmor ll Tahun 2020_;;}7’
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk‘ |
,Indonesm Tahun 2020 | Nomor - 245 TaxmbalhanL-._.--‘f

mbaran Negara Repubhk lndonesxa Nomor 6573), o

I
RN . ‘l'{ R LR e ..'*;f..:;:'.‘ ."33'-'

a\




10.

_2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara: -

’Pengelolaan Keuangan ; ‘Badan Layanan Umum.j;_:

| ' Nomor 4575);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 ’I‘ahun 2009 tentangé'j ;
'Bantuan Keuangan. Partas P(llltlk (Lembaran Negara
: Repubhk ‘Indonesia Tahu 2009 'Nomor. 18,
o _'I‘ambahan Lembaran : Nega a’ Repubhk Indones:a;‘;
_ .Nomor 4972), se‘baga:mana telah dlubah bebcrapa'

kah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 1._
= Biantuan Keuangan Partai Po itik (Lembaran Negaraf.t”i

_ : Nomor 6177);
: 12- t |
' tentang ‘Tata Cara” Pelaksanaan Tugas dan

Peraturan Pemermtah 'Nomor 109 Tahun 2000".‘ s
téntang Kedudukan Keuantgan Kepa]a Daerah danﬁ
Wakxl Kepala Daerah (Lembaran Negara’ Republlk - ,
Indones1a Tahun 2000 ljomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028},

.Peraturan Pemerintah | Nomor 23 Tahun- 2005

tcntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;l
Umum {Lembaran Negara Retpubhk Indonesm Tahun

Repubhk Indone31a Nomor 4‘502), sebaga:mana telaht"f
diubah dengan Peraturan Pemenntah ‘Nomor 74_" :
Tahun 2012 tentang Perubahan ‘atas Peraturan““_f
Pemerintah Nomor 23 ahun g 2005 tentang B

(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2012'
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘”‘
Indonesm Nomor 5340), ;;-_ - I S
Peraturan Pemerintah : ‘Nomor 55 Tahun 2005’,': Sl

tentang Dana: Penmbangan (Lembaran Negara‘ o ',-'f;{

| Republlk indonesia = Tahun- 2005 . Nomor 137,.

Tambahan Lembaran Nega a Repubhk Indone31a

:. - . -1'

Tahun 2018 tentang: Per}ubahan Kedua Atas'_ ..
Pératuran Pemerintah- Nomo 5 ’I‘ahun 2009 tentangz_'_‘

Répubhk Indonesia 1Tahu| 2018+ Nomor 1,0

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua'_._'
Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2010 :;

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur




13.
:_; 14.

| tentangPemhmaandanPengai?\'asanPenyelenggaraanP; Y T

1S,

17.

' Sebagm Wakil Pemenntah di - Wllayah Provmm,
1

Tll\l?mor 19 Tahun | 20101 tentang Tata Cara'-_f'

i

tlentang -Standar - Aku'.!xtanss Pemenntahan"f_é

= | RN
emerintah Daerah’ (Lembaran Negara Repubhk'

'tentangHakKeuangandanAdmlmstraanlmpmandah

_ Tambahan Lembaran - Negara Repubhk Indonesxa
- 16.

. Negara Republik Indonema ’lJahun 2019 Nomor 42

(Lembaran Negara Republlli Indonesxa Tahun 2010 f_ _
Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhkfl_ g

Indonesna Nomor 5107} sebagaxmana telah dxubah:.

dengan Peraturan Pemen tah Nomor 23 Tahun‘r.‘., v

2011 tentang Perubahan Latas Peraturan Pcmermtah . -

elaksanaan Tugas dan We enang serta Kedudukani
}\euangan Gubernur: Sebagal Wakil Pemenntah dl
Wllayah Provinsi (Lemba‘ran Negara : Repubhk
Indonesia Tahun 20111 Nomor ' 44 Tambahan.:
I.lﬁembaran Negara Republlk IFdonema Nomor 5209), :
Peraturan Pemenntah Nomor 71 - ’I‘ahun 2010_-{

(Lembaran Negara Repub}xk Indone31a Tahun 2010 |
omor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

hilidonesm Nomor 5165) ] SR }.‘ ERREE

_Peraturan Pemennta_lg NorEnor 12 Tahun 2017

Indonesxa Tahun- 2017 ! Nomor 73, Tambahan; i
Lembaran Negara Repubhk LIndonesxa Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah N?mor 18 Tahun 2017.11_-

%._r_
AnggotaDewanPema!ulan Ra at Daerah (Lembaran._;

Negara Republik Indone31a|Tahun 2017 Nomor 106 ‘

Peraturan Pemerintah- Nomor 12. Tahun 2019

4 :
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmba.ran _

Tarmbahan Lembaran- Nega ‘Repu.bhl‘;_,. lndoncmal‘_-_'
Nomor6322); - = | AR

o : :
Peratumn Menten Dalam Neger: Nomor 52 Tahunl ;

| >
2?12 tentang - Pf:domau'l| enge!olaan Investasn =
Pemenntah Daerah (Benta Negara Repubhk-_

Indonesxa Tahun 2012 Nomor




18.

19.

20

21,

22,

‘2017- tentang - Pengelompokan Kemampuan

.Negara Republik Indonesxa Tahun 2017 Nomor
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

_da]arn Anggaran Pendapata dan Belanja DaerahL ‘

'Laporan Pertanggung]awab? Penggunaan Bantuan

: Penganggaran dalam’; Angg; an Pendapatan dan

' Daerah  (Berita Negara Rep bhk Indong:s;a__ _Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

..?. S

Keuangan Daerah - sert Pelaksanaan dan j‘ :

Pertanggungjawaban Dana' ‘Operasxonal (Benta |

1067); i j

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dan Tertib Admm:strasz Pen ajuan, Penyaluran dan

Keuangan Partai Pohtxk (Berita - Negara chubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagalmana
telah diubah dengan PerlIturan Menten Dalam
Negen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubaha}n\
atas Peraturan Menten D am" Negen Nomor 36

i

Tahun 2018 tentang Ta&LJ Cara Penghltungan’

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi’ Pengajuan,
Penyaluran, dan - Laporan Pertanggung]awaban
Penggunaan Bantuan’ KeL angan Parta1 Pohtxk .
(Benta Negara Repubhk Indonesxa 'I‘ahun 2020
Nomor1777} | S f e
Peraturan Menten Dalarn Nbgen Nomor 70 Tahun :

2019 tentang sttem In ormasn Pemenntahan

2019 Nomor 1114); SR S
Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 90 Tahunl'
2019' ~ tentang - Klamﬁkam, Kodefikasn. | dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan daa i
Keuangan Daerah (Benta Negara Repubhk lndonesm
Tahun 2019 Nomor 1447), SN ;~ : _.; e
Peraturan Menteri Dalam Ne gen Nomor 77 Tahun@

. J
2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan

Keuangan (Berita Negara Repubhk indoneslla 'I‘ahun .‘
2020 Nomor 1781); | ;




23. 'Peraturan Menteri. Da!am Negen Nomor 9 ’I‘ahun
‘2021 tentang Tata Car
Peraturan Daerah Tentan Anggaran Pendapatan
dan ‘Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

Evalua51 Rancangan \

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan f [

Belan_]a Daerah, Rancan an Peraturan‘ I\epala

'dTn Belanja Daerah, dan
I\epala Daerah Tentang

: An ggaran Pendapatan’ dan

| Negara Republik Indonesxa Tahun 2021 Nomor 431),

5Df=1erah Tentang Pen]abaran Anggaran Pendapatan

Rancangan Peraturan» |

Be]an_la Daerah (Berlt

_ 2021 tentang Pedoman”

24, Peraturan Menteri Dalam__Negen Nomor 27 Tahun_' i _\ |
enyusunan Anggaran

Pen_]abaran Perubahani_‘: :

I
S
T

e

[

- 26. Peraturan Daerah Kabupa1 en Dompu Nomor-_:'?.f |
Lola Keuangan Daerah I

'/ Menetapkan . : - PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA[‘

R Pendapatan dan Belanja Daerah
(Benta‘Daerah Kabupaten D?mpu 'I‘ahun 12022 Nomor_,-E
- 42). sebagalmana telah beberapa kall dxubah terakhn“
dengan Peraturan Bupati Dompu \lomor 21\Tahun 2022 o

Pendapatan dan Be¥an_|a D erah Tahun Anggaran =

2022 (Berita Negara Repubhh Indonesm Tahun 2021."} 1ol

_I‘?omor926), :

Tahun 2021 tentang Penge

: (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 G

.Nomor 07);

27. Pe aturan Daerah Kabupaten aerah Nomor 9 Tahunff:_;
2021 ‘tentang Anggaran Pe dapatan dan Belanjalii.-:;...‘:_.

'l| “;.llr'\

Draerah Tahun Anggaran 20 2 { Lembaran Daerahﬁ. s ¢ '
| KTbupaten Dompu ’I‘ahun 20 lNomor 09). sl

F ‘l

ATAS PERATURAN BUPATI DOM U NOMOR 42 TAHUNZ_!’:_: :

2021 TENTANG PENJABARAN AN GARAN PENDAPATAN.;:-! B
~ DAN BELANJA DAERAH TAHUN A GGARAN 2022 R

-]il:‘ . R M . i

S

'  Beberapa Ketentuan dalam LPeraturan Bupan Dompu_‘_}_l"‘l il
'."Nccmor'1 42 Tahun 2021 tentang il. enjabaran Anggaran 1o

ahun Anggaran 2022 Xl




tentanlg Perubahan Kedua atas P
_ Nomor 42 Tahun 2021 tentangT
v Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat 2}, ayat ( 3)’

ayiillt (7) dlubah sehmgga Pa. 1 9 berbun)’l sebagai

berjkut : | y

SRR 1) Anggaran belanja opera',lonal semu!a se

: +H1'Rp.810.476.573. 542 00 berkurang " : ;_

f Rp.2.529.249.698 00:‘ menjadi ||| s

| "Rp 807.947.323.844,00, yang ter&m Qtas- Gt

}_a. Belanja pegawal"‘f
c o
|| b. Belanja barang «Iis_;n_ ja

| c.. Belanja bunga; |

i d. Belanja submdr

i

! e. ‘Belanja hibah; dan -
S | “f. Belanja bantuan Sosial.
| (2) Belanja - pegav.'va%t

_ ‘ ' Rp 455.640.256. 697 00 .
S ‘Rp294. 248.490,00 | “ i

: Rp 455.346.008. 207 OI i
(3) Belanja barang daﬁ E
Rp 314.916.306. 845 00 |
Rp 2. ..)14 401.208, 00 :
|| Rp:312.401.905. 637, 00

: (?) Tetap e t“.

! .

i
|
il |
|

e e et e e e e

| ( ] Belan_]a S hlbah ;
Rp 32.717.510.000, oo:‘:
Rp 29,400.000,00 f j
'Rp.32.746.910.000, O?i:', '
(7) Belanja bantuan | lscﬁs'
Rp 7.202.500.000, 00 I

L
f
i
i
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! SE ch

men_]adl

Rp.7.452.500.000,00, I

|

l - : :
1“ Rp.250.000.000,00 .
i

i ‘
berbunyl sebagai benkut \ ‘ !
‘ Rmc:an perubahan/pergeseran anggaran belanja

2 Ketentuan Pasal 10 dxub , sehmgga' Pasal

N’

i
S pegawal, belanja barang dan Jasa, belanja submdl,f

belanja hibah dan |be]anja b'flntuan sos:al

1‘:.\I i

, seﬁagalmana dimaksud | pa}dd pasal’ 9 tercantum
| P

- dalam lampiran 1 yang;Lne pakan ; baglan tldak

: terplsahkan dari Peraturan‘ Bupati m1 h{ § ,
3. Keltientual Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5)' 3
_ dxubah sehingga Pasal 11 berbunyl sebagal benkut v
. i Pasalll ‘ Lo I.
o L - (]jAnggaran belanja ’g' al semulla - sebesér i
el - Rp.194.470.780.337,00 | [ bertambah  sebesar
'Rp.2.883.675.698,00 1 i meruatlil sebes{a{f T
Rp 197.354.456.035, 00 yang terd‘ln atas B N t

|j_a. Belanjamodaltanah B I S

. Belanja modal peralatan dan mes:n, :
. Belanja modal gedung éan bangunan, :

b
c
d Belanja modal 3ala? _]aTngan dan mgast,
e

|
" Belanja modal aset tetap lamnya, dan

! b i
' l| :f. Belanja modal asct tidak berwujud ol Pl
'(2)Tetap B R N RN H e 4

-(3) Belanja modal peralatan dan. mcsm semulé""_ el

 sebesar  Rp.32.425.611/088 oo”,l | bertambahﬁfif g
1§ebesar Rp.92.822.100,00 meln_]adl 'sebesar: i
| Rp.32.518.433.188,00,} - | o o 1
o (43) Belanja modal gedung dan bangunan semula-j*
| sebesar ~ Rp.41.071.198[760, oo] ‘bertambah |

i
I\ H

i sebesar  Rp.40.430. 970 OD -menjadi S.e‘bqsat;',;‘__ SRt
/Rp.41.111.629.730, 00. - ;igﬂ h{ el

(5 ).Belanja modal jalan, Janngan dani mgasn semu]a
1 sebesar Rp.118.844. 77& 489 001 It hertambah;* i
B Sl o

! ' i
1 sebesar Rp.2.750.422. 628,00 Z-men]ad|t sebesar.
?Rp 121.595.193.117, o}o ST
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:|§:‘ o
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(6) Tetap
(7) Tetap ¥ i
4, Ketentuan Pasal 12 dlubah

berbunyl sebagai benkut'

‘\
[

Rmc:an Perubahan/ Pergeser

Molldal Tanah, Belanja Modal
Belanja Modal Gedung dan B

Jalan, Jaringan dan lngam, ,d n Belanja ‘Modal Aset'
Tetap Lainnya sebagalmana d1 aksud pada pasal 11

n- anggaran belanja L
Peralatan dan Mesm ’

gunan, Belan_;a Modal

terc;lmtum dalam lampxran I yaang rnelrupakan baglanlf
tld:llk terpxsahkan dari Pefat}lll'an Bullpa{tx‘ml
Kete‘ntuan Pasal 13 dluLah - sehmgga pasal 13‘.
berbunyx sebagai berikut:| \ l ! :
. || Pasal 13 gUE s |
Anggaran belanja: tldak terc uga: : sl:inuia ‘se besar s e
Rp 10 500.000.000,00 l] ll) rkurang ’| sebesar | ‘
Rp. 354 426.000,00 - giilmen_]adl " sebesar e
Rp.10.145.074.000,00. IR
Ketentuan Pasal 20 dnubah
_berbunyl sebagai berikut : o f.;
ke ‘ !
: Pasalt20
Pada'lamplran LI, I dax‘ll IV

tergantum dalam Lampiran !

mei‘upakan bagian tidak terpx

Bupah ini. H
R AL - Pasalll }l‘. PRI
| Peraturéﬁ Bupati - ini mulax be'rlaku‘fipada tanggal;;
ook dlundangkan e e H\ 1 | ;K el
SR RIS
i l‘
it iiE ll
A § * N
i ‘ R

7 Ill dan VI yang:

sahkan dam Peraturan '




ABUPATEN DOMPU,




